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SALINAN
PERATURAN MENTER! NEGARA BAD AN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : PER- 05/MBU/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN T AT A KERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara
clan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta
dalanl rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang
Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas clan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),
Perusahaan Umum (PERUM) clan Perusahaan Jawatan
(PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1162/M.PAN-
RB/5/2010 Tanggal25 Mei 2010 tentang Organisasi clan Tata
Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERA TURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TAT A KERlA~.
KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA. I~: "',
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BABI
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1

(1)

(2)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut
Kementerian BUMN adalah unsur pelaksana Pemerintah dalam rangka penajaman,
koordinasi, clan sinkronisasi program Pemerintah.

Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang
selanjutnya dalam Peraturan ini disebut MenteriNegara BUMN yang berada di bawah clan
bertanggungjawab kepada Presiden.

2

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan
usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian BUMN
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik

negara;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

BUMN;dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

BAD II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian BUMN terdiri atas:
a. Sekretariat Kementerian;
b. Deputi Bidang Usaha Industri Primer;
c. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur;
d. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
e. Deputi Bidang Usaha Jasa;
f. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara;
g. star Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
h. ' star Ahli Bidang Kebijakan Publik;

i. star Ahli Bidang Sumber DayaManusia dan Teknologi;
j. star Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
k. star Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara; dan
I. Inspektorat.
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BAB III
SEKRET ARIA T KEMENTERIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas daD Fungsi

(1)
(2)

Pasal 5
Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu Menteri Negara BUMN.
Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian yang berada di bawah clan
bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan clan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian BUMN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian BUMN;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi, ketatausahaan

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sarna, dan hubunganmasyarakat; .

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
g. pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi, calon direksi, dan dewan

komisaris/dewan pengawas BUMN; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia;
b. Birq Hukuin; clan
c. Biro Umum clan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga.../4 *'
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Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Somber Daya Manusia

Pasal 9
Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan,
pengelolaan administrasi'sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan pelaporan
Kementerian BUMN serta pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan
komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas
BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha
patungan/anak perusahaan BUMN.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi clan penyusunan rencana, program, clan anggaran;
b. penyusunan clan evaluasi organisasi clan tata laksana;
c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur;
d. pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi clan dewan komisaris/dewan pengawas

serta caton direksi clan caton dewan komisaris/dewan pengawas BUMN clan perseroan
terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak
perusahaan B UMN ;

e. pengelolaan keuangan; clan
f. penyiapan koordinasi clan penyusunan laporan.

Pasal 11

Biro Perencanaan clan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Sumber Daya Manusia; clan
c. Bagian Keuangan.

Pasal 12

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koorclinasi clan penyusunan
rencana, program, clan anggaran, penyusunan laporan, serta penyusunan clan evaluasi organisasi
clan tata laksana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan

menyel enggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi clan penyusunan rencana, program, clan anggaran;
b. pemantauan clan evaluasi pelaksanaan program clan anggaran;
c. penyiapan koordinasi, monitoring, clan evaluasi organisasi, tata laksana, analisis jabatan,

clan peningkatan kinerja organisasi, serta sistem clan prosedur kerja; clan
d. penyiapan koordinasi clan penyusunan laporan. .

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Pelaporan.

PasaI15.../5 ~
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1

(2)

Pasal 15

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaannya.
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
analisis dan evaluasi penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan,
peningkatan kinerja.organisasi serta sistem dan prosedur kerja.
Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan laporan.
(3)

16
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi sumber
daya manusia aparatur, pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi clan dewan
komisaris/dewan pengawas, serta caton direksi clan caton dewan komisaris/dewan pengawas
BUMN clan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha
patungan/anak perusahaan BUMN.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Sumber Daya
Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan, mutasi, kesejahteraan, clan disiplin sumber daya manusia

aparatur Kementerian BUMN;
b. penyiapan bahan pengembangan karir, jabatan fungsional, clan penyusunan kebutuhan

pendidikan clan pelatihan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN; clan
c. pengelolaan informasi sumber dayamanusia direksi clan dewan komisaris/dewan pengawas,

serta caton direksi clan caton dewan komisaris/dewan pengawas BUMN clan persero~
terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak
perusahaan B UMN .

18

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

clan

c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 19

Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, mutasi, kesejahteraan, dan
disiplin sumber dayamanusia aparatur Kementerian BUMN.
Subbagian Pengembangan Sumber DayaManusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan karir, jabatan fungsional,
dan penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. sumber daya manusia aparatur

Kementerian BUMN.
Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mempunyai
tugas melakukan pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan
komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan
pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara,
serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN.

(1)

(2)

(3)

Pasal 20,

./6 
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Pasal 20

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaan keuangan Kementerian BUMN.
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan clan tuntutan ganti

rugi serta pengelolaan gaji;
b. pelaksanaan urusan verifikasi; clan
c. pelaksanaan akuntansi keuangan.

Pasal 22

Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Verifikasi; clan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 23

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan
perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan clan tuntutan ganti rugi serta pengelolaan gaji.
Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi tagihan clan penerimaan.
Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi clan penyusunan
laporan keuangan.

(2)
(3)

Bagian Keempat
Biro Hukum

Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi clan penyusunan peraturan perundang-
undangan, pelayanan clan bantuan hukum.

Pasal 25

Biro HukumDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bal1an koordinasi clan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. pengkajian clan pemberianpelayanan hukum; clan
c. pengkajian clan pemberian bantuan hukum.

Pasal 26

Biro Hukum terdiri atas:
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Pelayanan clan Bantuan Hukum I; clan
c. Bagian Pelayanan clan Bantuan Hukum II.

Pasal 27

Bagian Peraturan Penmdang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi clan penyusunan peraturan penmdang-undangan.

PasaI28.../7 ~
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Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pengkajian dan penyusunan peraturan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan peraturan
perudang-undangan internal; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pengkajian dan penyusunan peraturan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan peraturan
perudang-undangan eksternal.

Pasal 29

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I; dan
b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II.

Pasal 30

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas penyiapan bahankoordinasi
clan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian clan
penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan internal.
Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempuilyai tugas penyiapan bahan koordinasi
clan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian clan
penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan eksternal.

(2)

Pasal 31

Bagian Pelayanan clan Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian clan
pemberian pelayanan clan bantuan hukum bagi Sekfetariat Kementerian, Deputi Bidang Usaha
lndustri Primer, Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur, serta Inspektorat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pelayanan clan
Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pengkajian clan pemberian pelayanan hukum; clan
b. penyiapan pengkajian clan pemberian bantuan hukum.

Pasal 33

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I terdiri atas:
a. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia;
b. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib; dan
c.. SubbagianPelayanan dan Bantuan Hukum Ic.

Pasal 34

Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum .Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Sekretariat Kementerian dan

Inspektorat.
Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputi Bidang Usaha

Industri Primer.

(1)

(2)

(3) Subbagian.. ./8~
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(3) Subbagian Pelayanan clan Bantuan Hukum lc mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian clan pemberian pelayanan clan bantuan hukum bagi Deputi Bidang Usaha
lndustri Strategis clan Manufaktur.

Pasal 35

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukurn II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
pemberian pelayanan dan' bantuan hukum bagi Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik,
Deputi Bidang Usaha Jasa, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan
Usaha Milik Negara serta para Star Ahli.

36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pelayanan clan
Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pengkajian clan pemberian pelayanan hukum; clan
b. penyiapan pengkajian clan pemberian bantuan hukum.

Pasal 37

Bagian Pelayanan clan Bantuan Hukum II terdiri atas:
a. Subbagian Pelayanan clan Bantuan Hukum IIa;
b. Subbagian Pelayanan clan Bantuan Hukum lib; clan
c. Subbagian Pelayanan clan Bantuan Hukum IIc.

(1)

(2)

Pasal 38

Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum lIa mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian dan pemberian pelayailan dan bantuan hukum bagi Deputi Bidang Usaha
Infrastruktur dan Logistik.
Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum lib mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukUm bagi Deputi Bidang Usaha Jasa.
Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIc mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputi Bidang
Restrukturisasidan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara serta para Star Ahli.

(3)

Bagian Kelima
Biro Umum daD Hubungan Masyarakat

39

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 40

DaIam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaI 39, Biro Umum clan Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan clan rumah tangga; clan
c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat clan protokol,

Pasa}41.../91tJ1'1
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Pasal 41
Biro Umum clan Hubungan Masyarakat tercliri atas:
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Perlengkapan clan Rumah Tangga; clan
c. Bagian Hubungan Masyarakat clan Protokol.

Pasal 42

Bagian Administrasi mempunyai tuBas melaksanakan urusan persuratan, arsip, dokumentasi,
perpustakaan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Administrasi

menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan; dan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Kementerian, para Deputi, dan para

StafAhli.

Pasal 44

Bagian Administrasi terdiri atas:
a. Subbagian Persuratan, Arsip, clan Dokumentasi;
b. Subbagian Tata Usaha Menteri;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Primer;
e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Strategis danManufaktur;
f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa;
h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan

Usaha Milik Negara; clan
i. Subbagian Tata Usaha Star Ahli.

Pasal 45

Subbagian Persuratan~ Arsip~ clan Dokwnentasi mempunyai tugas melakukan urusan
persuratan~ arsip~ dokumentasi~ clan perpustakaan.
Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
administrasi kepada Menteri Negara BUMN.
Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian
pelayanan administrasi kepada Sekretaris Kementerian.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Primer mempunyai tugas melakukan
pemberianpelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Industri Primer.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur mempunyai
tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang U saha Industri
Strategis clan Manufaktur.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik mempunyai tugas
melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur
clan Logistik.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas melakukan pemberian
pelayananadministrasi kepada Deputi Bidang Usaha Jasa.

(8) Subbagian
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Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan
Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi
kepada Deputi Bidang Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik
Negara.
Subbagian Tata Usaha star Ahli mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
administrasi kepada para Star Ahli.

46

Bagian Pelengkapan clan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan
clan rumah tangga.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Ba,gian Pelengkapan clan
Rurilah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; clan
b. pelaksanaan urusan dalam clan keamanan.

Pasal 48

Bagian Perlengkapan clan Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Perlengkapan; clan
b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 49

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara.
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan keamanan.

(1)

(2)

50

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan
masyarakat dan protokol.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Hubungan
Masyarakat clan Protokol menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan publikasi, hubungan media massa, clan hubungan antar lembaga clan

masyarakat; clan
b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 52

Bagian Hubungan Masyarakat daD Protokol terdiri atas:
a. Subbagian Publikasidan Hubungan Media Massa;
b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga daD Masyarakat; daD

c. Subbagian Protokol.

(1)

(2)

Pasal 53

Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan
publikasi dan hubungan media massa.
Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
hubungan antar lembaga dan masyarakat.
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.(3)

BAB IV.../II..,
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DAB IV
DEPUTI DIDANG USAHA INDUSTRI PRIMER

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas daD Fungsi

Pasal 54

Deputi Bidang Usaha lndustri Primer dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah clan
bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

Pasal 55

(1) Deputi Bidang Usaha lndustri Primer mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha
lndustri Primer secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

(2)

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Usaha
Industri Primer menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang,usaha industri primer; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

Deputi Bid~g Usaha lndustri Primer terdiri atas:
a. Asisten Deputi Bidang U saha Industri Primer I;
b. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II; dan
c. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Primer I

Pasal 58

Asisten Deputi Bid'ang Usaha Industri Primer I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer
kelompok I.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa158, Asisten Deputi Bidang Usaha
Industri Primer I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha industri primer

kelompok I;
./12)tJ11(b. penyiapan.
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b.

c.

penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri
primer kelompok I; dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usaha industri primer kelompok I.

Pasal 60

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I terdiri atas:
a. Bidang Usaha Industri Primer la; dan
b. Bidang Usaha Industri Primer lb.

61
Bidang Usaha Industri Primer Ia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahaindustri primer kelompok Ia.

Pasal 62

Dalani melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Usaha Industri
Primer Ia menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer

kelompok Ia;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri primer kelompok Ia; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia.

63

Bidang Us aha lndustri Primer la terdiri atas:
a. Subbidang Usaha lndustri Primer lal; clan
b. Subbidang Usaha lndustri Primer 1a2.

(1)

(2)

Pasal 64

Subbidang Usaha Industri Primer Ial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang us aha
industri primer kelompok Ial.
Subbidang Usaha Industri Primer Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer, kelompok Ia2.

Pasal 65

Bidang U saha lndustri Primer lb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan~ analisis, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang us aha industri primer kelompok lb.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Usaha Industri
Primer Ib menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.../13~

~
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a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer
kelompok lb;
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok Ib; dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usaha industri primer kelompok lb.

c.

Pasal 67

Bidang Usaha lndustri Primer lb terdiri atas:
a. Subbidang Usaha lndustri Primer Ibl; dan
b. Subbidang Usaha lndustri Primer Ib2.

Pasal 68

Subbidang Usaha lndustri Primer Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok Ib 1.
Subbidang Usaha lndustri Primer Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok Ib2.

(1)

(2)

Bagian Keempat
Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Primer II

Pasal 69

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Primer II mempunyai tugas penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II.

Pasa} 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa169, Asisten Deputi Bidang Usaha
lndustri Primer IImenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer

kelompok II;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

primer kelompok II; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II.

Pasal 71

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Primer II terdiri atas:
a. Bidang Usaha lndustri Primer IIa; dan
b. Bidang Usaha lndustri Primer IIb.

Pasal 72

Bidang U saha fudustri Primer lIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok lIa.

PasaI73.../14JA
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Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Usaha Industri
Primer IIa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha industri primer

kelompok IIa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri primer kelompok IIa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa.

Pasal 74

Bidang Usaha Industri Primer lIa terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Industri Primer lIal; dan
b. Subbidang Usaha Industri Primer lIa2.

Pasal 75

Subbidang Usaha lndustri Primer IIal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIal.
Subbidang U saba lndustri Primer IIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIa2.

(1)

Pasal 76

Bidang U saba Industri Primer lIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang us aha industri primer kelompok lIb.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bidang Usaha Industri
Primer lIb menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer

kelompok lib;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri primer kelompok lIb; dan
c. pemantauan, analisis, eyaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri primer kelompok lib.

Pasal 78

Bidang Usaha Primer lIb terdiri atas:
a. Subbidang Usaha lndustri Primer IIbl; dan
b. Subbidang Usaha Industri Primer IIb2.

Pasal 79

(1) Subbidang Usaha Industri Primer llbl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok lIb 1.

(2) Subbidang.../15~

~
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(2) Subbidang Usaha Industri Primer IIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIb2.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III

P~s~l 80
Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III mempunyai tugas penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa180, Asisten Deputi Bidang Usaha
lndustri Primer III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer

kelompok III;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

primer kelompok III; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III.

Pasal 82

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Primer III terdiri atas:
a. Bidang Usahalndustri Primer IlIa;
b. Bidang Usaha lndustri Primer lIlb; clan
c. Bidang Us aha Industri Primer IlIc.

Pasal 83

Bidang Usaha Industri Primer IlIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IlIa.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Usaha Industri
Primer IlIa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN dibidang usaha industri primer

kelompok IIIa~
b. .penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri primer kelompok IlIa; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang us aha industri primer kelompok IlIa.

Pasal 85

Bidang Usaha Primer IlIa terdiri atas:
a. Subbidang U saba lndustri Primer IlIa!; dan
b. Subbidang Usaha lndustri Primer IIIa2.

PasaI86.. ./16 hf1
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Pasal 86

Subbidang Usaha Industri Primer llIal mempunyai tugas melakUkan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok llIal.
Subbidang Usaha Industri Primer 1lIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok 1lIa2.

Pasal 87

Bidang Usaha lndustri Primer IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang us aha industri primer kelompok IIIb.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Usaha lndustri
Primer 11Th menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer

kelompok IIIb;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri primer kelompok IIIb; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang.usaha industri primer kelompok IIIb.

Pasal 89

Bidang Usaha Primer IIIb terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Industri Primer IIIbl; dan
b. Subbidang Usaha Industri Primer IIIb2.

(1)

Pasal 90

Subbidang U saba Industri Primer IIIb 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIIb 1.
Subbidang Usaha Industri Primer IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIIb2.

Pasal 91

Bidang Usaha lndustri Primer IIIc mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan; analisis, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang us aha industri primer kelompok IIIc.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bidang Usaha Industri
Primer IIIc menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.../17 A,II?
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a.

b.

c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha industri primer
kelompok IIIc;
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIIc; dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc.

Pasal 93

Bidang Usaha Primer IIIc terdiri atas:
a. Subbidang U saha lndustri Primer IIIc 1; clan
b. Subbidang Usaha lndustri Primer IIIc2.

Pasal 94

Subbidang U saha Industri Primer IIIc 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIIc 1.
Subbidang Usaha Industri Primer IIIc2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri primer kelompok IIIc2.

BABV
DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI STRATE GIS DAN MANUFAKTUR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas daD Fungsi

Pasal 95

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur dipimpin oleh Deputi yang berada di
bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri N egara BUMN.

Pasal 96

Deputi Bidang U saba Industri Strategis clan Manufaktur mempunyai tuBas menyiapkan
perumusan kebijakan clan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang
usaha industri strategis clan manufaktur.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha
Industri Strategis clan Manufaktur secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Kementerian.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Deputi Bidang Usaha
Industri Strategis clan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis clan

manufaktur;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis clan

manufaktur;
c. pemantauan.../18.,
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pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN dibidang usaha industri strategis dan manufaktur; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

c.

d.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 98

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur terdiri atas:
a. Asisten Deputi Bidang U saba Industri Strategis dan Manufaktur I;
b. Asisten Deputi Bidang U saba Industri Strategis dan Manufaktur II; dan
c. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis daD Manufaktur I

Pasal 99

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan
manufaktur kelompok I.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa199, Asisten Deputi Bidang Usaha
Industri Strategis dan Manufaktur I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

dan manufaktur kelompok I;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

strategis dart manufaktur kelompok I; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok I.

Pasal 101

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur I terdiri atas:
a. Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur la; dan
b. Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur lb.

Pasal 102

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur la mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri strategis dan manufaktur kelompok la.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang U saba lndustri

Strategis clan Manufaktur la menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok la;

b. penyiapan.. ./19/JJ11
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b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri strategis clan manufaktur kelompok Ia; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang us aha industri strategis clan manufaktur kelompok la.

Pasal 104

Bidang Us aha Industri Strategis clan Manufaktur la terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur lal; clan
b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur 1a2.

Pasal 105

(I) Subbidang Us aha Industri Strategis dan Manufaktur lal mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok lal;

(2) Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur 1a2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
~alisis,. evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok 1a2.

Pasal 106

Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur lb mempunyai tugas penyiapan pengkajian dan
penyusunan konsep perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN
di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok lb.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tttgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bidang Usaha lndustri
Strategis dan Manufaktur Ib menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

dan manufaktur kelompok Ib;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri strategis dan manufaktur kelompok lb; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok lb.

Pasal 108

Bidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur Ib terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur Ibl; clan
b. Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur Ib2.

Pasal 109

Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur Ibl mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang us aha industri strategis clan manufaktur kelompok Ib 1;
Subbidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur Ib2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok Ib2.

Bagian Keempat.. ./20 IfAI1
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Bagian Keempat
Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur II

Pasal 110
Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan
manufaktur kelompok II.

Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Asisten Deputi Bidang
Usaha Industri Strategis clan Manufaktur II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok II;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

strategis clan manufaktur kelompok II; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok II.

Pasal 112

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur II terdiri atas:
a. Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIa; dan
b. Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIb.

Pasal 113

Bidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur.lla mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri strategis clan manufaktur kelompok IIa.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Usaha lndustri
Strategis clan Manufaktur IIa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapanbahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok IIa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri strategis clan manufaktur kelompok IIa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok IIa.

Pasal 115

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIal; dan
b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur na2.
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Pasal 116

Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa1 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok lIa1;
Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIa2.

(2)

Pasal 117

Bidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur lIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri strategis clan manufaktur kelompok IIb.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Usaha Industri
Strategis clan Manufaktur lib menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok lIb;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri strategis clan manufaktur kelompok lIb; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang us aha industri strategis clan manufaktur kelompok lIb.

Pasal 119

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur lIb terdiri atas:
a. Subbidang U saha Industri Strategis dan Manufaktur lib 1; dan
b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIb2.

Pasal 120

Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IIbl mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok lib 1 ;
Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur II.b2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang us aha industristrategis clan manufaktur kelompok IIb2;

Bagian kelima
Asisten Deputi Bidang Usaha IndustriStrategis dan Manufaktur III

Pasal 121

Asisten Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur III mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang us aha industri strategis dan

manufaktur kelompok III.
PasaI122.../22 ~
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Pasal 122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Asisten Deputi Bidang
Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok III;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

strategis clan manufaktur kelompok III; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok III.

Pasal 123

Asisten Deputi Industri Strategis clan Manufaktur III terdiri atas:
a. Bidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur IIIa; clan
b. Bidang Usaha Industri Strategis clan Manufaktur IIIb.

Pasal 124

Bidang U saha lndustri Strategis clan Manufaktur IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri strategis clan manufaktur kelompok IIIa. .

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Usaha lndustri
Strategis clan Manufaktur IlIa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktUr kelompok IlIa;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri

strategis dan manufaktUr kelompok IlIa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha industri strategis clan manufaktUr kelompok IlIa.

Pasal 126

Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIIa terdiri atas:
a. Subbidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIIa!; dan
b. Subbidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIIa2.

(I)

.(2)

Pasal 127

Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktlir IlIal mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang us aha industri strategis clan manufaktur kelompok IlIal;
Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IlIa2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok IlIa2;
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Pasal 128
Bidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb.

Pasal 129
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Usaha Industri
Strategis clan Manufaktur IIIb menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis

clan manufaktur kelompok IlIb;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

industri strategis clan manufaktur kelompok IIIb; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang us aha industri strategis clan manufaktur kelompok IIIb.

Pasal 130

Bidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IIIb terdiri atas:
a. Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IIIbl; clan
b. Subbidang Usaha lndustri Strategis dan Manufaktur IIIb2.

(1)

(2)

Pasal 131

Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IIIbl mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha industri strategis clan manufaktur kelompok lIIb 1 ;
Subbidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur IIIb2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang usaha iridustri strategis clan manufaktur kelompok IIIb2.

BAB VI
DEPUTI BIDANG USAHA INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas daD Fungsi

Pasal

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

(I)

Pasal 133

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan clan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik.

(2) Dalam melaksanakan.../24;tA1
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha
Infrastruktur clan Logistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Kementerian.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Usaha
Infrastruktur dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan

logistik.
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan

logistik;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur clan logistik; clan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 135

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik terdiri atas;
a. Asisten Deputi Bidang U saba Infrastruktur clan Logistik I;
b. Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik II; clan
c. Asisten Deputi Bidang U saba Infrastruktur clan Logistik III.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur daD Logistik I

Pasal 136

Asisten Deputi Bidang U saba lndustri lnfrastruktur clan Logistik I mempunyai tugas penyiapan
perurnusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan
logistik keloinpok I.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Asisten Deputi Bidang
Usaha Infrastruktur clan Logistik I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan

logistik kelompok I;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

.infrastruktur clan logistik kelompok I; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pel~poran tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur clan logistik kelompok I.

Pasal 138

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I terdiri atas:
a. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia; dan
b. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik lb.
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Pasal 139

Bidang Usaha Industri Infrastruktur clan Logistik Ia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok Ia.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal139, Bidang Usaha Infrastruktur
dan Logistik Ia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan

logistik kelompok Ia;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrastruktur dan logistik kelompok Ia; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia.

Pasal 141

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia1; dan
b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia2.

(1)

Pasal 142

Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik Ial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusari kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok Ial.
Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok Ia2.

(2)

Pasal 143

Bidang Usaha Industri Infrastruktur dan Logistik Ib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok lb.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal143, Bidang Usaha Infrastruktur

clan Logistik Ib menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan

logistik kelompok lb;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrastruktur clan logistik kelompok lb; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur clan logistik kelompok lb.
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Pasal 145
Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik Ib terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik Ibl; clan
b. Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik 1b2.

(1)

(2)

Pasal 146

Subbidang Usaha Illfrastruktur dan Logistik Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok Ib 1.
Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok Ib2.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II

Pasal 147

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan
logistik kelompok II.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Asisten Deputi Bidang
Usaha Infrastruktur clan Logistik II menyelenggarakan fungsi:
a~ penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrasktruktur

clan logistik kelompok II;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrasktruktur clan logistik kelompok II; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrasktruktur clan logistik kelompok II.

Pasal 149

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur clan LogistikII terdiri atas:
a. BidangUsaha Infrastruktur clan Logistik IIa; clan
b. Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIb.

rasa. 150

Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan
logistik kelompok IIa.

Pasal 15.1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal150, Bidang Usaha Infrastruktur
dan Logistik IIa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.../27;.11f'f
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penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan
logistik kelompok lIa;
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok lIa; dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok lIa.

c.

Pasal 152

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik llaterdiri atas:
a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik llal; dan
b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa2.

(1)

(2)

Pasal 153

Subbiclang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIal mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koorclinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN cli biclang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok IIal ;
Subbiclang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koorclinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN cli biclang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok IIa2.

Pasal 154

Bidang Usaha lndustri .lnfrastruktur dan Logistik lib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaba
infrastruktur dan logistik kelompok lib.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Usaha Infrastruktur
dan Logistik lib menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan

logistik kelompok lib;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrasttuktur dan logistik kelompok lib; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahainfrastruktur dan logistik kelompok lib.

Pasal 156

Bidang Usaha lnfras~tur dan Logistik IIb terdiri atas:
a. Subbidang U saha Infrastruktur dan Logistik lIb 1; dan
b. Subbidang Usaha lnfrastruktur dan Logistik IIb2.

Pasal 157

Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok lIb 1.

(.1)

(2) Subbidang.../28~
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Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang us aha
infrastruktur clan logistik kelompok IIb2.

Bagian Kelima
Asisten J}eputi Bidang Usaha Infrastruktur daD Logistik III

rasa. 158

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan
logistik kelompok III.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Asisten Deputi Bidang
Usaha Infrastruktur clan Logistik III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan

logistik kelompok III;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrasktruktur clan logistik kelompok III; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrasktruktur clan logistik kelompok III.

Pasal 160

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III terdiri atas:
a. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa; dan
b. Bidang Usaha Infrastruktur dan LogistikIIIb..

Pasal 161

Bidang U saba Infrastruktur dan Logistik IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan
logistik kelompok IIIa.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang U saha Infrastruktur
clan Logistik IIIa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan

.logistik kelompok IIIa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrastruktur clan logistik kelompok IIIa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur clan logistik kelompok IIIa.

Pasal 163

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIal; dan
b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa2.

PasaI164.../29 ~
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(1)

(2)

Pasal 164

Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IlIal mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok IlIal.
Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IlIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur clan logistik kelompok IlIa2.

Pasal 165

Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur clan
logistik kelompok IIIb.

Pasal 166
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal165, Bidang Usaha Infrastruktur
dan Logistik IIIb menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan

logistik kelompok IIIb;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha

infrastruktur clan logistik kelompok IIIb; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok 11Th.

Pasal167

Bidang Usaha Infrastruktur clan Logistik IIIb terdiri atas:
a. Subbidang UsahaInfrastruktilr clan Logistik IIIbl; clan
b. Subbidang Usaha Infrastruktur clan Logistik 1I1b2.

Pasal 168

Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perun)usan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha
infrastruktur dan logistik kelompok IIIbl.
Subbidang U saha Infrastruktur dan Logistik IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang us aha
infrastruktur dan logistik kelompok IIIb2.

BAB VII.../30"AII
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BAB VII
DEPUTI BIDANG USAHA JASA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 169

Deputi Bidang Usaha Jasa dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah clan bertanggung jawab
kepada Menteri Negara BUMN.

(1)

(2)

Pasal 170

Deputi Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan clan
koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usahajasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Deputi Bidang Usaha Jasa
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Deputi Bidang Usaha Jasa

menyelenggarakan fuhgsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha jasa.
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usahajasa;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang,usahajasa; clan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 172

Deputi Bid~gUsaha Jasa terdiri atas:
a. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I;
b. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II; clan
c. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I

Pasal 173

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaankebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok I.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Asisten Deputi Bidang
UsahaJasa I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapanbahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha jasa kelompok I;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok I; clan

~
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c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usahajasa kelompok T.

175
Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I terdiri atas:
a. Bidang Usaha Jasa Ia;
b. Bidang Usaha Jasa Ib; clan
c. Bidang U saba J asa Ic.

Pasal 176

Bidang Usaha Jasa la mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok la.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Usaha Jasa Ia

menyelenggatakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

Ia.,
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok Ia; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahajasa kelompok Ia.

178
Bidang Usaha Jasa Ia terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasalal; clan
b. Subbidang Usaha Jasa Ia2.

(1)

(2)

Pasal 179

Subbidang Usaha Jasa Ial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perun1usan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
Ial.
Subbidang Usaha Jasa Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perun1usan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporantentang masalahatau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok
Ia2.

Pasal 180

Bidang Usaha Jasa lb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang
masalah ataukegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok lb.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Usaha Jasa Ib
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan.../32)fN
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a.

b.

c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
.Ib;
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa
kelompok Ib; dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usaha jasakelompok lb.

Pasal
Bidang Usaha Jasa Ib terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa Ib 1; dan
b. Subbidang Usaha Jasa Ib2.

(1)

(2)

Pasal 183

Subbidang Usaha Jasa Ibl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
Ibl.
Subbidang Usaha Jasa Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok
Ib2.

Pasal 184

Bidang Usaha Jasa Ic mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bah~ perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Usaha Jasa Ic

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

Ic',
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok Ic; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic.

Pasal

Bidang Usaha Jasa Ic terdiri atas:
a. Subbidang Us8ha Jasa Icl; dan
b. Subbidang Usaha Jasa Ic2.

(1)

Pasal 187

Subbidang Usaha Jasa Icl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan p~mantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
Icl.

(2) Subbidang.../33 ~
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(2) Subbidang Usaha Jasa Ic2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
Ic2.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Bid~ng Usaha Jasa II

Pasal 188

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok II.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Asisten Deputi Bidang
Usaha Jasa II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

n.,
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usahajasa

kelompok II; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentahg masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahajasa kelompok II.

Pasal

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II terdiri atas:
a. Bidang Usaha Jasa lia;
b. Bidang Usaha Jasa lIb; clan
c. Bidang Usaha Jasa IIc.

190

Pasal 191

Bidang Usaha Jasa lIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasakelompok lIa.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Usaha Jasa lIa

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

lIa' ,
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

, kelompok lIa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha jasa kelompok lIa.

193
Bidang Usaha Jasa I.Ia terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa I.Ial; clan
b. Subbidang Usaha Jasa 1Ia2.

PasaI194.. ./34/11
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Pasal 194

Subbidang Usaha Jasa lIal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok
lIal.
Subbidang Usaha Jasa 1Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaanBUMN di bidang usahajasa kelompok
1Ia2.

Pasal 195
Bidang Usaha Jasa lIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok lIb.

Pasal 196
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang Usaha Jasa lIb
menyelenggai'akan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIb.,
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok IIb; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahajasa kelompok IIb.

rasa.
Bidang Usaha Jasa lIb terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa lIb!; clan
b. Subbidang Usaha Jasa IIb2.

(1)

(2)

Pasal 198

Subbidang Usaha Jasa lIb! mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
lIb!.
Subbidang Usaha Jasa IIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok
IIb2.

Pasal 199

Bidang Usaha Jasa IIc mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIc.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Usaha Jasa IIc
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.../35,1;f
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a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
IIc.,
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa
kelompok IIc; clan
pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang usahajasa kelompok IIc.

c.

Pasal

Bidang Usaha Jasa IIc terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa IIcl; clan
b. Subbidang Usaha Jasa IIc2.

(1)

Pasal 202

Subbidang Usaha Jasa IIcl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIcl.
Subbidang Usaha Jasa IIc2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIc2.

(2)

Bagian Kelima
Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III

Pasal

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok III.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Asisten Deputi Bidang
Usaha Jasa III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIj
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok IIIj dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang us aha jasa kelompok III.

205Pasal

Asisten Deputi Jasa III terdiri atas:
a. Bidang Usaha Jasa ilia;
b. Bidang Usaha Jasa IIIb; dan
c. Bidang Usaha Jasa IIIc.

Pasal 206

Bidang Usaha Jasa IlIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IlIa.

~~- "-
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Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Usaha Jasa ilia

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang us aha jasa

kelompok IIIa; dan
c. pemantauan, anal isis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa.

208

Bidang Usaha Jasa IlIa terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa IlIal; dan
b. Subbidang Usaha Jasa IlIa2.

209

(1) Subbidang Usaha Jasa IIIal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok
IIIal. .

Subbidang Usaha Jasa IIIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, artalisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
III a2 .

(2)

rasa. 210

Bidang Usaha Jasa IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang us aha jasa kelompok IIIb.

Pasal 211

DaIam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daIam PasaI 210, Bidang Usaha Jasa IIIb
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIb;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok IIIb; dan
c. pemantauan, anaIisis, evaIuasi, dan pelaporan tentang masaIah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahajasa kelompok IIIb.

Pasal 212

Bidang Usaha Jasa IIIb terdiri atas:
a. Subbidang U saba J asa IIIb 1; clan
b. Subbidang Usaha Jasa IIIb2.

PasaI213.../37.t1Y1
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Pasal 213

Subbidang Usaha Jasa IIIb1 mempunyai tugas me1akukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
IIIb 1.
Subbidang Usaha Jasa IIlb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok
IIIb2.

Pasal 214

Bidang Usaha Jasa IIIc mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usahajasa kelompok Jasa IIIc.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Usaha Jasa IIIc

menyelenggaiakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIc;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa

kelompok IIIc; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang usahajasa kelompok IIIc.

rasa. 216

Bidang Usaha Jasa IIIc terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Jasa IIIcl; clan
b. Subbidang Usaha Jasa IIIc2.

(1)

Pasal 217

Subbidang Usaha Jasa IIIcl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIcl.
Subbidang Usaha Jasa IIIc2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok

IIIc2.

(2)
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BAB VIII
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI

DAN PERENCANAAN STRATEGIS BAD AN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas daB Fungsi

Pasal

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara dipirnpin
oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

(1)

(2)

Pasal 219

Deputi Bidang Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan clan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi clan perencanaan strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang
Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Deputi Bidang
Restrukturisasi clan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan

perencanaan strategis BUMN;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan

perencanaan strategis BUMN;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 221

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaba Milik Negara terdiri atas:
a. Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan U saba;
b. Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi;
c. Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan; dan
d. Asisten Deputi Riset dan Informasi.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Pasal

Asisten Deputi Restrukturlsasi dan Pengembangan U saha mempunyai tugas penyiapan
perunlusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tel1tang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturlsasi dan
pengembangan usaha BUMN.

PasaI223.../39 Mf
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Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Asisten Deputi
Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi clan

pengembangan us aha;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi

clan pengembangan usaha; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan restrukturisasi

clan pengembangan usaha.
Pasal

Asisten Deputi Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha terdiri atas:
a. BidangRestrukturisasi clan Pengembangan Usaha I; clan
b. Bidang Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha II.

Pasal 225

Bidang Restrukturisasi clan Pengembangan Us aha I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
restrukturisasi clan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer clan industri
strategis clan manufaktur.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Restrukturisasi dan
Pengembangan Usaha I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan

pengembangan usaha BUMN bidang us aha industri primer dan industri strategis dan
manufaktur.,

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang
restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer dan industri
strategis dan manufaktur; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri
primer dan industri strategis dan manufaktur.

Pasal 227

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I terdiri atas:
a. SubbidangRestrukturisasi dan Pengembangan Usaha la; dan
b. Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha lb.

(1

Pasal 228

Subbidang Restrukturisasi clan Pengembangan U saha Ia mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau. kegiatan pembinaan BUMN di
bidang restrukturisasi clan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer.
Subbidang Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha Ib mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang restrukturisasi clan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri strategis clan
manufaktur .

(2)
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Pasal 229

Bidang Restrukturisasi clan Pt~ngembangan Usaha II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumUSan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
restrukturisasi clan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik serta

jasa.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas se:bagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Restrukturisasi clan
Pengembangan U saha II menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perunlusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi clan

pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistiksertajasa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang

restrukturisasi clan pen~~embangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik
sertajasa; clan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN. di bidang re!;trukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha
infrastruktur clan logisti~: serta jasa.

Pasal 231

Bidang Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha lIterdiri atas:
a. Subbidang RestrukturlsB.si clan Pengembangan Usaha lIa; clan
b. Subbidang RestrukturisB.si clan Pengembangan Usaha lib.

(1)

(2)

Pasal 232

Subbidang Restrukturis;~si clan Pengembangan U saha lIa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang restrukturisasi clan pengembangan us aha BUMN bidang usaha infrastruktur clan

logistik.
Subbidang Restrukturisasi clan Pengembangan Usaha lIb mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di
bidang restrukturisasi clan pengembangan us aha BUMN bidang usaha jasa.

Bagian Keempat
Asistell Deputi Pendayagunaan Aset daD Sinergi

Pasal 233

Asisten Deputi Pendayagunaan Aset clan Sinergi mempunyai tugas penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaks:maan kebijakan~ pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset clan sinergi.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Asisten Deputi
Pendayagunaan Aset dan Sine:rgi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset

dan sinergi;

b. penyiapan.. ./41 ~
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b.

c.

Pasal 235

Asisten Deputi Perencanaan Strategis dan Sinergi terdiri atas:
a. Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I; dan
b. Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II.

Pasal 236

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perun1usan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan
sinergi BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Bidang Pendayagunaan
Aset clan Sinergi I menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset

clan sinergi BUMN bidang usaha industri primer clan industri strategis clan manufaktur;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang

pendayagunaan aset clan sinergi BUMN bidang usaha industri primer clan industri strategis
clan manufaktur; clan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang pendayagunaan aset clan sinergi BUMN bidang usaha industri primer clan
industri strategis clan manufaktur.

Pasal 238

Bidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi I terdiri atas:
a. Subbidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi Ia; clan
b. Subbidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi lb.

(1)

(2)

Pasal 239

Subbidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang us aha industri primer.
Subbidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
pendayagunaan aset clan sinergi BUMN bidang usaha industri strategis clan manufaktur.

Pasal 240

Bidang Pendayagunaan Aset clan Sinergi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset clan
sinergi BUMN bidang us aha infrastruktur clan logistik serta jasa.

PasaI241.../42 NIl!
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Pasal 241
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Pendayagunaan
Aset clan Sinergi II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset

clan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik serta jasa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang

pendayagunaan aset clan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik serta jasa;
clan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan
BUMN di bidang pendayagunaan aset clan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur clan
logistik serta jasa.

Pasal 242

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II terdiri atas:
a. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIa; dan
b. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi lib.

(1)

(2)

Pasal 243

Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi lIa mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang us aha infrastruktur dan logistik.
Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi lib mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang
pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang us aha jasa.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan daD Bina Lingkungan

Pasal 244

Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, clan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program
kemitraan clan bina lingkungan.

Pasal 245

balam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi Pembinaan
Kemitraan clan Bina Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program

kemitraan clan bina lingkungan;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pembinaan

program kemitraan clan bina lingkungan; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

program kemitraan clan bina lingkungan.

Pasal 246

Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan terdiri atas:
a. Bidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan I; clan
b. Bidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan II.

/431#Pasal247
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Pasal 247

Bidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan BUMN bidang
usaha industri primer serta industri strategis clan manufaktur.

Pasal 248
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Pembinaan
Kemitraan clan Bina Lingkungan I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kemitraan clan billa lingkungan BUMN

bidang usaha industri primer serta industri strategis clan manufaktur;
b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemitraan clan billa lingkungan

BUMN bidang us aha industri primer serta industri strategis clan manufaktur; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

kemitraan clan billa lingkungan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis
clan manufaktur.

Pasal 249

Bidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan I terdiri atas:
a. Subbidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan la; clan
b. Subbidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan lb.

(1)

(2)

Pasal 250

Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ia mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinan kemitraan dan
bina lingkungan BUMN bidang usaha industri primer.
Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ib mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinan kemitraan dan
bina lingkungan BUMN bidang usaha industri strategis dan manufaktur.

Pasal 251

Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan II mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina
lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik sertajasa.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Pembinaan
Kemitraan clan Bina Lingkungan II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kemitraan clan billa lingkungan BUMN

bidang usaha infrastruktui' clan logistik serta jasa;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemitraan clan bina

lingkungan BUMN bidang us aha infrastruktur clan logistik serta jasa; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan

kemitraan clan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktui' clan logistik serta jasa.

PasaI253.../44 AI»1
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Pasal 253

Bidang Pernbinaan Kernitraan dan Bina Lingkungan li terdiri atas:
a. Subbidang Pernbinaan Kernitraan dan Bina Lingkungan lia; dan
b. Subbidang Pernbinaan Kernitraan dan Bina Lingkungan lib.

(1)

(2)

Pasal 254

Subbidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan lIa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinan kemitraan clan
bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik.
Subbidang Pembinaan Kemitraan clan Bina Lingkungan lIb mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, clan pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinan kemitraan bina
lingkungan BUMN bidang usaha jasa.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Riset dan Informasi

Pasal

Asisten Deputi Riset dan Informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang administrasi kekayaan BUMN, pelaksanaan riset dan
analisis serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Asisten Deputi Riset dan
Infonnasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kekayaan BUMN;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kekayaan

BUMN;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang

administrasi kekayaan BUMN; dan
d. pelaksanaan riset dan pengelolaan sistem infonnasi.

Pasal

Asisten Deputi Riset dan Informasi terdiri atas:
a. Bidang Sistem Informasi;
b. Bidang Riset dan Penyajian Informasi; dan
c. Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 258

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bidang Sistem Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
b. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi.

PasaI260.../45/N11
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Paslal
Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

~a. Subbidang Perencanaan clan Pengemban an; clan
b. Subbidang Pengoperasian clan Pemelih aan.

(1)

(2)

Pas~l 261

Subbidang Perencanaan clan pengemb~ gan mempunyai tugas melakukan perencanaan clan
pengembangan sistem informasi.

Subbidang Pengoperasian clan Pemelih aan mempunyai tugas melakukan pengoperasian
clan pemeliharaan sistem informasi.

Pas~l
Bidang Riset clan Penyajian Iriformasi mempuityai tugas melaksanakan fiset, analisis, pengolahan
clan penyajianinformasi di bidang pembinaan ~UMN.

P 263
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim sud dalam Pasal 262, Bidang Riset clan Penyajian
Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan riset di bidang pembinaan UMN; clan
b. pelaksanaan pengolahan, analisis clan p nyajian data clan informasi di bidang pembinaan

BUMN.

pas

fBidang Riset clan Peny~jian Informasi terdiri a

a. Subbidang Riset; clan

b. Subbidang Penyajian Informasi. fc

(1)
(2)

pail 265

Subbidang Riset mempunyai tugas mel an riset di bidang pembinaan BUMN.
Subbidang Penyajian Informasi memp yai tugas melakukan pengolahan, analisis clan
penyajian data clan informasi di bidang p mbinaan BUMN.

P 266

Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usah Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koo dmasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masal atau kegiatan inventarisasi clan mutasi kekayaan
BUMN.

P 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d' aksud dalam Pasal 266, Bidang Administrasi
Kekayaan Badan Usaha Milik Negara menyel nggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang inventarisasi clan

mutasi kekayaan BUMN;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaks aan kebijakan pembinaan BUMN di bidang

inventarisasi clan mutasikekayaan BU ; clan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, clan pel poran tentang masalah atau kegiatan pembinaan

BUMN di bidang inventarisasi clan muta i kekayaan BUMN.

Pasal 268, /46~
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Pasal 268

Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
a. Subbidang Inventarisasi clan Mutasi Kekayaan Badan Usaha MilikNegara I; clan
b. Subbidang lnventarisasi clan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara II.

(1)

(2)

Pasal 269

Subbidang lnventarisasi clan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara I mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
inventarisasi clan mutasi kekayaan BUMN bidang us aha industri primer serta industri
strategis clan manufaktur.
Subbidang lnventarisasi clan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara II mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
clan pemantauan, analisis, evaluasi, clan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
inventarisasi clan mutasi kekayaan BUMN bidang usaha infrastruktur clan logistik sertajasa.

BAB IX
INSPEKTORAT

(1)

(2)

Pasal 270

Inspektorat Kementerian berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
BUMN melalui Sekretaris Kementerian.
Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur.

(1

(2)

Pasal 271

Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan inte~ di lingkungan
Kementerian BUMN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Inspektorat Kementerian

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja clan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, clan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara BUMN;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; clan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

Pasal

Inspektorat Kementerian terdiri atas :
a. SubbagianTata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

~~~"--~
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Pasal 274

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata us aha Inspektorat Kementerian.

Pasal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kelompok Tenaga Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional
auditor sesuai dengan rencana clan program yang telah ditentukan.
Kelompok Tenaga Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
auditor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.
Jumlah Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
ditentukan berdasarkankebutuhan clan beban kerja.
Jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

BABX
ST AF AHLI

Pasal

.(1)
(2)

star Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.
Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Kementerian.

Pasal

Star Ahli Menteri Negara BUMN, terdiri atas:
a. star Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
b.. Star Ahli Bidang Kebijakan Publik;
c. star Ahli Bidang Sumber baya Manusia dan Teknologi;
d. Star Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
e. star Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 278

star Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah tata kelola Badan Usaha Milik
Negara.
star Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri
Negara BUMN mengenai masalah kebijakan publik.
Star Ahli Bidang Sumber Daya Manusia clan Teknologi mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah sumber daya manusia clan
teknologi.
Star Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah hubungan antar lembaga.
Star Ahli Bidang mvestasi clan Sinergi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah investasi clan
sinergi Badan U saba Milik N egara.



MENTER! NEOARA
BAD AN USAHA MILIK NEOARA

-48-

BAB XI
KELOMPOK JABA T AN FUNGSIONAL

Pasal 279

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian BUMN mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

:1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 280

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, terbagi dalam
berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Jurnlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuban dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TAT A KERJA

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian
BUMN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN serta dengan
instansi lain di luar lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 282

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib menerapkan sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya
mekanisme uji silang.

Pasal 283

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN bertanggung jawab
memimpin clan mengkooI:dinasikan bawahannya masing-masing clan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

284

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan
organisasi di bawahnya clan dalam rangka pemberian pengarahan kepada bawahannya masing-
masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 285, ./49/1Af7
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Pasal

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah clan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, clan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Pasal

Sekretaris Kementerian, para Deputi, para Star Ahli, dan Inspektur menyampaikan laporan
kepada Menteri Negara BUMN, dan selanjutnya Sekretaris Kementerian mengkoordinasikan dan
menyusun laporan berkala Kementerian BUMN.

Pasal

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajip
disampaikan pula kepada samaIl organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

{I)

(2)

Pasal 289

Asisten Deputi Riset clan Informasi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis fungsional
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
Asisten Deputi Riset clan Informasi dalam melaksanakan tugas di bidang riset clan informasi
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

BAB XIII
ESELON, PEN GANG KAT AN DAN PEMBERHENTIAN

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 290

Sekretaris Kementerian clan Deputi adalahjabatan struktural eselon la.
Star Ahli adalah jabatan struktural eselon lb.
Kepala Biro, Asistenpeputi, dan lnspektur adalah jabatan struktural eselon IIa.
Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
Kepala Subbagian dan Kepala Subbidangadalahjabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 291

Pejabat struktural Eselon la yang dialihtugaskan padajabatan star Ahli tetap diberikan Eselon la.

PasaI292.../SOIA/f
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(1)

(2)

(3)

Pasal 292

Sekretaris Kementerian, Deputi, dan star Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Menteri Negara BUMN.
Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara
BUMN.
Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Kementerian atas pelimpahan wewenang dari Menteri Negara BUMN.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan ini
ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
menangani uiusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal

(1)

(2)

(3)

Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan masing-masing Deputi adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ill yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.
Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Asisten Deputi, Kepala Bidang, dan
Kepala Subbidang pada setiap Deputi, ditetapkan oleh masing-masing Deputi.
Penetapan pembagian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Deputi
kepada Menteri Negara BUMN dengan tembusan kepada Sektetaris Kementerian.
Perubahan atas Lampiran Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.(4)

BAB XV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:
PER-Ol/MBU/2005 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik
Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/a tau belum diubah atau diganti
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN tetap melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan ini.

BAB XVI.../S! J.Ir7

~
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BAB XVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 297

Dengan berlakunya Peraturan ill, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-OI/MBU/2005
tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dicabut clan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 298

Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tang gal 27 September 2010
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B. Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara

SEKRETARIAT
KEMENTERIANBUMN

Biro Perencanaan den
SDM Biro Hukum Biro Umum dan Humas

Bagian Peraturan
Perundang-Undan~an

Bagian Perencanaan
Bagian Administrasi

Subbagian Peraturan
Perundan~-UndanRan I

Subbagian Perencanaan
Subbagian Persuratan,

Arsip dan Dokumentasi
Subbagian Organisasi dan

Tata Laksana
Subbagian Peraturan

Perundang-Undangan II
Subbagian TV Pimpinanl

s.d. 8
Subbagian Pelaporan Bagian Pelayanan dan Bantuan

HukumI
Bagian Perlengkapan dan

RUmah TanggaBagian SDM Subbagian Peiayanan dan
Bantuan Hukum Ia

Subbagian Administrasi
SDM KBUMN Subbagian Perlengkapan

Subbagian Pelayanan dan
Bantuan Hukum Ib

Subbagian
Rumah Tangga

Sub bagian Pengembangan
SDM KBUMN

SubOOgian Pelayanan dan
Bantuan Hukum lc Bagian Humas dan

Protokol
Subbagian Administrasi

SDMBUMN
Bagian Pelayanan dan Bantuan

Hukumll
Subbagian Publikasi dan
Hubungan Media Massa

Bagian Keuangan

Subbagian Pelayanan dan
Bantuan Hukum IraSubbagian Perbendaharaan

Subbagian Hubungan
AntarLembaga dan

Masyarakat
Subbagian Pelayanan dan

Bantuan Hukum fibSubbagian Verifikasi

Subbagian ProtokolSubbagian Pelayanan daIi
Bantuan Hukurn llc

Subbagian Akuntansi

c. Deputi.../3 4.1W1
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C. Deputi Bidang U saba Industri Primer

DEPUTI BIDANG USAHA
INDUSTRI PRIMER

Asdep BidangU~:aha
IndustriPrimer I

Asdep Bidang U saba
Ind ustri Primer II

Asdep BidangUsaha
Ind ustri Primer III

BldanCU-o
Industri Primer IlL

BldanCU~
In dustrl Primer IIa

BldalaCU-hA
Industrl Primer IIIa

SubbidangUSM8
Indus1ri Primer Ial

SubbidlmgUseha
Industri Primer ll.al SubbidangUsaha

Industri Primer mal

Subbidang U saba
Industri Primer Ja;;!

SubbidangUsnha
Industri PrimfOr lla2

SubbidangUsaha
Industri Primer Illa2

BidanIU~.
Industri Primer II.

BldanCU-u
Industrl Primer m

BidancU~
Iadustri Primer IIIb

SubbidangUsaha
Industri Primer Ib JJ

Subbidang Usaba
IndU!ltri Prim&f fib I

Subbidang Usaha
Industri Primer nib 1

SubbidangUsaha.
Industri Primer 1b2

SubbidlmgUsllha
Industri Primer ffi>2

Subbidlmg U saba
Industri Primer 1IIb2

Bidan~U-u
IndustriPrimermc

Subbidang Usaha
h1dustri Primer roc 1

Subbidang U saba
hldustri Primer mc2

D. Deputi.. ./4 M1
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D. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur

DEPUTI BmANG USAHA
INDUSTRI STRATEGIS DAN

MANU F AKTUR

Asdep eidangUsah~ Industri
SI 1t:gi"rlHTIMHTIIJrHkIIJrT

AAcI~ RiciAnglTRRhR Tncll]Rtri
Strategia clan Manufaktur n

Asdep Bidang U saba Ind ustri
Strategis clan Manufaktw- fiI

BldaD~U8ah&Iaclu8trl
Stratecla clan Maa..r.ktur Ia

BidaalU-- IDcla8tri
Strat8cia daa MaAufektur Ua

BI~ U~Iaduatri StratDCi8
daD KaIIur.ktur IDa

Subbidang U sahalndustti
Sttategill dan Mnnufak1:l'T L'! I

Su bbidAng Usa}-~Indusui
Srr"~el..dm1 Mamlf8k1:11Tn..J

SubbidtU1& U"ttl...hldWiUi
Strategis d8I1 Manufaknlr IDa!

Subbidang U sahaIndusui
Strategis dan Manufaktur 1a2

Subbidang U snhAlnd~tti
Strategis dan Maouiaktur lla2

Subbidang Usahalndus1ri
Strawgis don Mllliufaktur IDa2

BidaaCU-haIa4118trl
Strate&t8 daa MaG ufa~tur III

BId...CU~ Incla.trl
Strater;i8 cIaA MeA ulaktur Db

Didaac U8aJIa Indu.tri Strateaia
d... M...uflOktur lllb

SubbidimKUsahaIndusui
Su..tegios tim, M.."uftlk.1.'" Th )

Subbidan~ U sDbAlndusui
Su_gi. ddI.IIl""ur..kUJ! n\JJ

8ubb;d_Usahah1d~tri
Sttategis dlUl M uiaktur IIIbl

Subbidang U sahaIn,iusTri
Strtrtcgis dan M=ufok:tur Ib2

Subbidang U sllhAIndusm
SUIltt!~ dim )4/mu!£lknlr nb2

Subbidang Usaha Industri
Strar,e,gis daD ManufUbJI 1Db2

E. Deputi.. ./51W
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E. Deputi Bidang U saba Infrastruktur dan Logistik

DEPUTI BIDANG USAHA
INFRASTRTJK'roR DAN

LOGISTIK

Asdep Bidang tJ.aha
Infraat:rukturdan Logiatik I

ARd~p Ridllng{J~lIhll
Infrastrukturdan Logistik II

ABdep Bid8ngUBaha
Infrutruktur dan Loy;istik III

B 1dIIII, u..ha In f nI8t mlrtu r
daa LoCI8t1k lJ.

B IdanK Uaha lJIr.-ruKtur
4- Loptlk na Bldaa~U-llaW~ruktur dan

Lo~IkIIIa
SUbbidtalg U-I...ht&_u..ktJ.a

tl= Lugi.tjk 1..]
Sl.lbbio],..~ iJ"w~hm uukU.a1

~ wl:i-"lik hJ
Subbidang U saha Infras1ruktUr

dan Logistik mal

Subbidang U saba rnttasttUkn.lr
dan Logistik Ia2

Sub bidang U saha Inft as1rUk11.J%
dan ~gis1ik na:2

Sub bidang U saba bmastruk1:lJx-
dan Logintik ma2

»Id...& U..b.. InCr_.-uktur
daa Lo&18tlk n,

B IdaD& UAha tnr.-ruktur
daD Lo&i8t1k m

B IdaA« TJ8aha IDfrutruktur dan
Loli8t:lkmbII

Subbidang U s~ JnftM1rUknlr
daD l~gi.'itik nb 1

Subbidang U &aha InftasU'Uko.tt
dan Logistik IbJl

Subbid=g U aolUlInftllattUktur
d= Logistik 1b2

SubbidangU"aha Infra!itJ11knlr
den l.np;istik rnh I

SubbidaDg USQbAlnfrMtrukun
dan LogisUk nb2

Subbidang Uaaba In!ras1ruko1r
dan Lolliatik 1nb2

F. Deputi

./6 

N#!
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F.. Deputi Bidang Usaha Jasa

DEPUTI
BIDANG USAHA JASA

Asdep BidangUsaha
Jasal

Asdep Bidang Usaha
Jasa II

Asdep Bidang U saba
Jasa III

BldancU~J..a
Ia

BidancU~aJ...
na

BidaDC U~ J-
IlIa

Subbidang U Sahil
Jasalal

SubbidangUsaha
Jasallal

Subbidang Usaha
JasaDlal

SubbidangUsaha
Jasala2

SubbidangUsaha
JasaUa2

Subbidaog Usaba
JasaIIla2

Bidana:U~aJ..a
Ib

BidancU~aJ-
lIb

BldaD~U~J...
IIIb

SubbidangUSWt
JasaIbl

SubbidangUsaha
Jasallbl

SubbidangUsaha
Jasambl

I SubbidangUsahlt I I
I JasaIb2 r Subbidang Usaha

Jasallb2 SubbidangUsaha
JasaDIb2

BidanlUsahaJasa
Dc

Bidaul Usaha J-
mc

Bidan,U8ahaJasaIc

SubbidangUsaha
Ja.'IaIIcl SubbidangUsaha

J8S8mcl

SubbidangUsaha
Jasallc2

Subbidang Usaha
Jasamc2

,/7~

G. Deputi
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G. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN

DEPUTIBmANG

Asdep
Restrukturisasi dan

Pengembangan
Usaha

Asdep Pembinaan
Kemitraan dan

Bina Lingkungan

Asdep Pendayagunaan
ABet dan Sinergi Asdep Riset dan Informasi

Bidang
Restrnkturlsasi dan

Pengembangan
UsahaI

Bidang Pembinaan
Kemitraan dan Bina

Lingkungan I

Bidang Sistem InfonnasiBidang Pendayagunaan
Asetdan Sinergi I

Subbidang ~canaan
dan Pengembangan

Subbidang
Pendayagunaan Aset

dan Sinergi Ia

Subbidang
Pembinaan

Kemitraan dan Bina
Lingkungan Ia

Subbidang
Restrukturisasi dan

Pengembangan
Usahala

Subbidang
Pengoperasian dan

Pl=eliharaan
Subbidang

Pendayagunaan Aset
dan Sinergi Ib

Subbidang
Pembinaan

Kemitraan dan Bina
Lingkungan Ib

.Subbidang
Restrukturisasi dan

Pengembangan
UsahaIb

Bidang Riset dan
Penyajian Informasi

Bidang Pendayagunaan
Asetdan Sinergi II

Subbidang Riset

Bidang
Restrukturisasi dan

Pengembangan
Usaha II

Bidang Pembinaan
Kemitraan dan Bina

Lingkungan n
Subbidang Penyajian

InfonnasiSubbidang
Pendayagunaan ABet

dan Sinergi IIa Bidang Administrasi
Kekayaan BUMNSubbidang

Pembinaan
Kemitraan dan Bina

Lingkungan lla

Subbidang
Restrokturisasi dan

Pengernbangan
Usahalla

Subbidang
Pendayagunaan Aset

dan Sinergi fib
Subbldang Inventarlsasl

dan Mutasl Kekayaan
BUMNI

Subbidang
Pembinaan

Kemitraan dan Bina
Lingkungan fib

Subbidang
RestNkturisasi dan

Pengernbangan
Usahallb

Subbidang Invent'\risasi
dan Mutasi Kekayaan

BUMNII

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 September 2010

MENTER! NEGARA
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MUSTAFA ABUBAKAR

RESTRUKTURISASIDAN
PERENCANAANSTRATEGIS

BUMN
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LAMPIRAN II
PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI

A.

Deputi Bidang Usaha Industri Primer

I. IV.Perkebunan
1. PT Perkebunan Nusantara I (Persero)
2. PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
4. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
5. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
6. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)
7. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
8. PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
9. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
10. PT Perkebunan Nusantara X (persero)
11. PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
12. PT Perkebunan Nusantara XII (persero)
13. PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
14. PT Perkebunan Nusantara XIV (persero)
15. PT Rajawali Nusantara Indonesia

(persero)

Penunjang Pertanian
1. PT Sang Hyang Seri (persero)
2. PT Pertani (persero)
3. Perum Bulog

v. Pup uk
1. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

VI. Jasa Pengairan
1. Perum Jasa Tirta I
2. Perum Jasa Tirta II

VII. Pertambangan
1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
2. PT Timah (persero) Tbk
3. PT Tambang Batubara Bukit Asam

(persero) Tbk
4. PT Sarana Karya (Persero)

II. Kehutanan
1. Perum Perhutani
2. PT Inhutani I (Persero)
3. PT Inhutani II (persero)
4. PT Inhutani III (persero)
5. PT lnhutaniIV (Persero)
6. PT Inhutani V (persero)

VIII. Lain-Lain
1. PT Berdikari (Persero)

IX. Minoritas
1. PT Freeport
2. PT Socfin
3. PT Asean Bintulu Fertilizer

Ill. Perikanan
1. PT Perikanan Nusantara (Persero)
2. Perum Prasarana Perikanan Samudra

Keterangan :
a. Jumlah BUMN
b. Minoritas

: 34 (3 Tbk)
:3

B. Deputi
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B. Deputi Bidang Usaha lndustri Strategis clan Manufaktur

I. VII.Energi
1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Perusahaan Gas Negara

(persero) Tbk .
3. PT Energy Management Indonesia

(Persero)
4. PT Batan Teknologi (Persero)

Industri Kertas, Percetakan daD
Penerbitan
1. Perum Peruri
2. PT Balai Pustaka (Persero)
3. Perum Percetakan Negara Republik

Indonesia
4. PT Pradnya Paramita (Persero)
5. PT Kertas Leces (persero)
6. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)II. lndustri Semen

1. PT Semen Gresik (Persero) Tbk
2. PT Semen Baturaja (Persero)
3. PT Semen Kupang (Persero)

VIII. Industri Farmasi
1. PT Indo Farma (Persero) Tbk
2. PT Kimia Farma(persero) Tbk
3. PT Bio Farma (Persero)Ill. lndustri Pertahanan

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
1. PT PAL Indonesia (Persero)
2. PT Pindad (persero)
3. PT Dahana (Persero)

IX. Telekomunikasi daB Media
1. PT Telekomunikasi Indonesia
.(Persero) Tbk

2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
(Persero)

3. PT LEN Industri ((Persero)
4. Perum LKBN Antara
5. Perum Produksi Film Negara

IV. lndustri Baja, Manufaktur, daD
Rekayasa Rancang Bangun
1. PT Krakatau Steel (Persero)
2. PT Industri Kereta Api (Persero)
3. PT Barata Indonesia (Persero)
4. PT Borna Bisrna Indra (Persero) x.

v.

Minoritas
1. PT lndosat Tbk
2. PT Inalum
3. PT Kertas Padalarang
4. PT Kertas Basuki Rachmat
5. PT Atmindo

Industri Dok daB Perkapalan
1. PT Dok clan Perkapalan Kodja Bahari

(persero)
2. PT Dok clan Perkapalan Surabaya

(persero)
3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

VI. Aneka lndustri
1. PT Industri SandangNusantara

(Persero)
2. PT Garam(persero)

.3. PT CambrIcs Primissima (persero)
.4. PT Iglas (Persero)

5. PT Industri Soda Indonesia (Persero)

(Dalam Likuidasi)

Keterangan :
a. Jumlah BUMN
b. Minoritas

: 31 (5 Tbk)
: 5 (1 Tbk)

13~C. Deputi
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c. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik

I. VI.Listrik
1. PT Perusahaan Listrik Negara (persero)

Konsultan Konstruksi
1. PT Bina Karya (persero)
2. PT Indah Karya (Persero)
3. PT Yodya Karya (Persero)
4. PT Indra Karya (persero)
5. PT Virama Karya (persero)

ll. Pelabuhan
1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2. PT Pelabuhan Indonesia II (persero)
3. PT Pelabuhan Indonesia III (persero)
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) VII.

Bandar Udara
1. PT Angkasa Pilla I (Persero)
2. PT Angkasa Pilla II (persero)

Kawasan
1. PT Kawasan Berikat Nusantara

(persero)
2. PT Kawasan Industri Makassar

(persero)
3. PT Kawasan Industri Medan

(persero)
4. PT Kawasan Industri Wijayakusuma

(persero)
5. PT Pengusahaan Daerah Industri

Pulau Batam (persero)

vm. Pergudangan
1. PT Varuna Tirta Prakasya (persero)
2. PT Bhanda Ghara Reksa (persero)

Angkutan Darat, Udara daD Laut
1. PT Kereta Api Indonesia (persero)
2. Perwn PPD
3. Perwn Damri
4. PT Merpati Nusantara Airlines (persero)
5. PT Garuda Indonesia (persero)
6. PT PELNI (Persero)
7. PT ASDP Indonesia Ferry (persero)
8. PT Djakarta Lloyd (Persero)
9. PT Pelayaran Bahtera Adhi~a (persero)

IX.
v.

Lain-Lain
1. PT Jasa Marga (persero) Tbk
2. PT Pengerukan Indonesia (Persero)
3. PT Pas Indonesia (persero)

x.

Konstruksi
1. PT Amarta Karya (persero)
2. PT Adhi Karya (persero) Tbk
3. PT Istaka Karya (persero)
4. PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Tbk
5. PT Nindya Karya (persero)
6. PT Hutama Karya (persero)
7; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8. Perum Perumnas
9. PT Brantas Abipraya (persero)

Minoritas
1. PT Surabaya Industrial Estate

Rungkut
2. PT Jakarta Industrial Estate

Pulogadung
3. PT Waskita Karya
4. PT Rekayasa Industri

Keterangan :
a. Jumlah BUMN
b. Minoritas

: 40 (4 Tbk)
:4

D. Deputi.. ./4 JIt?

~
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D. Deputi Bidang Usaha Jasa

I. IV.Perbankan
1. PT Bank N egara Indonesia (Persero) Tbk
2. PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Bank Mandiri (persero) Tbk

Perdagangan
1. PT Perusahaan Perdagangan

Indonesia (Persero)
2. PT Sarinah (Persero)

v.
ll.

Sertulkasi
1. PT Surveyor Indonesia (Persero)
2. PT Sucofindo (persero)
3. PT Biro Klasifikasi Indonesia

(persero)

VI. Perhotelan daD Pariwisata
1. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
2. PT Taman Wisata Candi Borobudur,

Prambanan dan Raw Boko (persero)
3. PT Pengembangan Pariwisata Bali

(persero)

Asuransi
1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
2. PT ASABRI (persero)
3. PT Jamsostek (persero)
4. PT Taspen (persero)
5. PT Askes (Persero)
6. PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)
7. PT Reasuransi Umum Indonesia (persero)
8. PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
9. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
10. PT Askrindo (persero)

,ill. VII. Lain-Lain
1. PT Kliring Berj angka Indonesia

(persero)
2. PT Survey UdaraPenas (Persero)

VIII.

Pembiayaan
1. Perum Jaminan Kredit Indonesia
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (persero)
3. PT Danareksa (persero)
4. PT PermodalanNasional Madani (persero)
5. Perum Pegadaian
6. PT PANN Multi Finance (Persero)
7. PT Bahana PUI (persero)

Minoritas
1. PT JlliD Tbk
2. PT Bank Bukopin Tbk
3. PT Prasadha Pamunah Limbah

Industri

Keterangan :
a. Jumlah BUMN
b. Minoritas

: 31 (4 Tbk)
: 3 (2 Tbk)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 September 2010
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ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR


